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Abstract : It has become an agreement among Sunni scholars that obeying the leader 

of the state is an obligation. The obligation to obey this applies to every Muslim leader 

whether he is cautious or not while not yet falling into real kufr. No one sneaks in this 

principle except the Khawarij and Mu'tazilah. But there is a figure named Abu 

Muhammad Al-Maqdisi who in principle has the same understanding as the Sunni 

scholars in the matter of the obligation to obey the leader even though they are acting 

arbitrarily against the people. The problem is that there is a statement from al-

Maqdisi that shows the fall of the obligation to obey the leader now, as if Muslim 

leaders have now apostatized from Islam so that they must not be obeyed or be loyal to 

them and even obliged to fight. The formulation of the problem is: (1) how al-

Maqdisi's views on obedience to the leader, (2) how the ulama's response to al-

Maqdisi's views, (3) What is al-Maqdisi's view according to siyasah fiqh. This study 

aims to describe and describe the ai-Maqdisi thinking systematically. From this study 

it can be concluded that al-Maqdisi saw no adherence to the leaders of the Islamic 

world now because they had apostatized due to abandoning Islamic laws, therefore 

obliged to fight them according to their respective abilities. Many scholars opposed 

Al-Maqdisi's ideas but many supported them. However, if viewed from the 

perspective of the Siyasah fiqh, al-Maqdisi's thinking is incorrect, even very 

dangerous because it will cause a war between the government and the people so that 

the country will be chaotic. 
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Pendahuluan 

Telah menjadi kesepakatan diantara ulama Sunni bahwa menaati 

pemimpin negara merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan 

membantahnya atau menentangnya adalah suatu kemaksiatan, karena fungsi 

pemimpin itu diangkat adalah untuk ditaati,  Allah berfirman: 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul, 
dan ulil amri di antara kalian1 
Kewajiban menaati ini berlaku terhadap setiap pemimpin yang muslim 

baik dia bertakwa ataupun tidak. Nabi bersabda: 

اكِمُمُ الَّانِ نَ » قاَالَ  -صلى الله عليي وسلم-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّيِ "  خِياَارُ ََََِِّّ
مْ وَُ حِبُّاااوهَمُمْ وَ  ُْ مْ تُحِبُّاااوهاَ ُْ اااكِمُمُ الَّااانِ نَ تاُبِْ ُ اااوهاَ َُارُ ََََِِّّ مْ وَمِااا ِْ ُ صَااالُّونَ عَلاَاايْمُمْ وَتُصَااالُّونَ عَلاَاايْ

مْ وَ اَلْعَوُوهَمُمْ  ُْ ايْقِ َاََ االَ «. وَ اُبِْ ُ وهَمُمْ وَتاَلْعَوُوهاَ َِّ مْ باِل ًُ اَ َ هاُوَاباِنُ لاَ » قِيلَ  اَا رَسُاولَ اللَّايِ َََ
َِايمُمُ الصَّا َ  ًُوا عَََّلاَيُ وَلاَ تاَوْدعُِاوا  اَْ ا مَا ََقاَمُوا  َُ ًُوهاَيُ َاَاْ  َُ ةَ وَذِاَا رَََ اْاكُمْ مِانْ وُلاتَِمُامْ مَايْكْا تَمْ

 2."مِنْ طاَعَةٍ 
Dari „Auf bin Malik dari Rasulullah shollallahu „alaihi wa „ala alihi wa sallam 
bersabda : “Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cintai dan merekapun 
mencintai kalian, mereka mendo‟akan kebaikan bagi kalian dan kalian mendo‟akan 
kebaikan bagi mereka. Dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci 
dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun 
melaknat kalian”. Lalu dikatakan : “Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi saja 
mereka dengan pedang ?”, beliau menjawab : “Tidak, selama mereka masih 
menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari penguasa 
kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya (saja) dan janganlah 
kalian melepaskan tangan dari ketaatan”. 

 
Pada penelitian ini penulis akan fokus mengkaji seorang tokoh bernama 

Abu Muhammad Al-Maqdisi, Dia adalah seorang penulis, pemikir dan salah satu 

mantan pejuang perang di Afganistan ketika mengusir penjajahan Rusia. Setelah 

pulang ke negaranya Yordania dia menjadi tokoh penggerak perlawanan 

terhadap pemimpin semenjak awal tahun sembilan puluhan, kemudian dia 

ditahan oleh pemerintah setempat karena sikapnya yang sangat radikal terhadap 

pemerintahan. 

Secara prinsip penulis mendapatkan di dalam bukunya bahwa dia 

mempunyai pemahaman yang sama dengan ulama-ulama Sunni  seperti Imam 

Ahmad, Abu Ja‟far At-Tohawi, Imam almuzani  dalam masalah wajibnya 
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menaati pemimpin walaupun dia pemimpin yang zalim atau bahkan banyak 

berbuat maksiat, hal ini sebagaimana diketahui melalui perkataannya yaitu: 

ًُم الَِّاالَّين وذن  اااروا  " اُِْم وولاة َماا ماا وُى علااى ََِّااة الَِّاالَّين وَ اُ الواا ولا هاا
وُا   مولا هواادي  اا اْ ماان طاااعكْ اُ طاااعكْم وا بااة مااا لاام  اا م وُف  وهاا وُا بااالَّع مااا َماا

 3"وه عو لْم بالْ ا ة والص ح.  بَّعصية
[ Dan kita berpendapat tidak boleh khuruj ( keluar dari ketaatan ) kepada Imam-
Imam kaum muslimin, gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun 
mereka berlaku kejam atau berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas 
ketaatan dari mereka selagi mereka menyuruh yang ma‟ruf, dan menaati mereka 
wajib selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan 
petunjuk bagi mereka] 

 

Ini pernyataan yang  sangat tegas yaitu wajibnya bersikap loyal dan tidak 

bolehnya melawan atau keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang muslim.4  

Al-Maqdisi tidak menyakini apa yang diyakini oleh Khawarij yaitu 

wajibnya memerangi penguasa yang zalim dan merampas harta rakyat atau 

mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan dia mengarang sebuah buku yang 

berjudul al-Risālah al-Tsalātsiniyyah Fi al-Tahdzīr Min al-Ghulu Fi al-Takfīr , buku ini 

berisi peringatan kepada orang-orang yang terlalu mudah dan berlebihan dalam 

masalah pengkafiran. 

Yang menjadi permasalahannya adalah adanya pernyataan dari al-

Maqdisi yang menunjukkan gugurnya kewajiban untuk menaati pemimpin 

sekarang,  seakan-akan para pemimpin muslim sekarang telah murtad dari Islam 

karena melakukan kekufuran yang nyata sehingga tidak boleh untuk ditaati atau 

bersikap loyal kepada mereka dan bahkan wajib untuk diperangi, dia 

mengatakan: 

م بالعد والوصاُ وطاول ...َاعلم َن ال عاء للطواغيت َو لبعض " هصارً َولياِْم وَ
عُية  الب اء ووصفْم بإمام الَِّلَّين َو بولاة َماور الَِّالَّين وذسابال الصاب ة الةا
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ةُ الفؤاد  والُضى بولا كْم ال  وية  عليْم وذعطاِْم البيعة وموحْم صف ة الي  وثَّ
بُي الكوحي  دُ ل  5"...وال هيو ة وهحوى؛ مومُ عظيم وباطل مبين لا  ص ر مَّن  

[…ketahuilah bahwasanya mendoakan para thagut atau pengikut dan pembantu 
mereka untuk mendapatkan kemenangan dan kemuliaan serta dipanjangkan 
kekuasaan mereka dan menyifati mereka sebagai imam kaum muslimin atau ulil 
amri kaum muslimin dan membai‟at mereka  dan rido dengan kekuasaan mereka 
yang bersifat agama dan dunia merupakan kemungkaran yang besar dan suatu 
kebatilan yang nyata yang tidak muncul dari seorang murni tauhidnya…]  
 

Hal yang menyebabkan para pemimpin itu kafir dalam pandangan al-

Maqdisi khususnya di Negaranya Yordania adalah karena mereka 

mempersekutukn Allah dalam tasyri‟ ( pembuatan peraturan ). 

Biografi Abu Muhammad Al-Maqdisi 

Abu Muhammad al-Maqdisi adalah seorang pemikir, penulis, dan 

pengusung gerakan jihadi yang sangat berpengaruh di Yordania, Nama 

lengkapnya adalah „Isham atau „Ashim bin Muhammad bin Thahir ibn 

Muhammad ibn Mahmud Ibn Sulaiman al-Hafi al-„Utaibi al-Barqawi, yang 

terkenal dengan panggilan Abu Muhammad al-Maqdisi sebagai bentuk 

penghormatan kepadanya, sedangkan al-Barqawi bukanlah nama keluarganya 

tapi penisbatan kepada tempat kelahirannya dan mempunyai garis keturunan 

dari kelurga al-„Utaibi, Dia mempunyai empat orang anak, tiga putra dan satu 

putri, Muhammad merupakan anaknya yang paling besar sehingga dipanggil 

Abu-Muhammad,  Al-Maqdisi merupakan panggilan yang popular baginya 

semenjak awal dakwahnya dan aktif menulis. Dia lahir di sebuah kampung yang 

bernama Barqha pinggiran kota Nablus Palestina pada tahun 1378 H atau 

bertepatan 1959 M.6 

Al-Maqdisi meninggalkan kampungnya Barqha setelah berumur tiga atau 

empat tahun bersama keluarganya menuju ke Kuwait karena ayahnya bekerja 

disana, kemudian menetap di Kuwait dan belajar dari tingkat SD sampai berhasil 

menyelesaikan pendidikannya ke jenjang  tsanawiyah ( SMA), pada watu kelas 
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dua tsanawiyah merupakan awal tumbuhnya semangat beragama dalam diri al-

Maqdisi melalui temannya dari kelompok Sururi. Setelah tamat tsanawiyah 

ayahnya menginginkan dia supaya melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi,7 dan kebetulan ayahnya ingin anaknya menjadi insinyur, maka 

diapun diberangkatkan ke Yugoslafia bersama dua orang temannya yang berasal 

dari kelompok sururi dan kebetulan  salah satu temannya itu merupakan orang 

yang pernah memberikan pengaruh kepada al-Maqdisi untuk memperdalam 

agama, dan kepergian mereka ke Yugoslafia juga atas arahan dari Muhammad 

Surur karena dia mempunyai teman dan pengikut disana, tapi al-Maqdisi beserta 

kawannya yang lain mendapati kesulitan untuk belajar di Yugoslafia karena 

belajar  di universitas-universita harus dengan bahasa Yugoslafia dan kebetulan 

mereka belum mempelajarinya, dan merekapun terpakasa untuk kursus bahasa 

Yugoslafia. Kesulitan lain yang mereka temui adalah bahwa belajar disana sangat 

rumit, bagi yang hendak belajar ditingkat kuliah dengan jurusan tertentu mereka 

diuji terlebih dahulu dengan memberikan buku-buku yang bersangkutan dengan 

jurusan yang akan diambil untuk dibaca kemudian setelah itu diadakan ujian, 

apabila nilai mencukupi baru bisa diterima di Universitas. Karena kesulitan-

kesulitan itu dan ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak Islami merekapun 

membatalkan untuk melanjutkan pendidikan di Yugoslafia dan pulang ke 

Yordania. Kebetulan waktu itu pendaftaran sedang dibuka di Yuniversitas Mosul 

di Iraq pada Kulliyati al-Ulum, ketika al-Maqdisi mau mendaftar di sana ayahnya 

tidak mengijinkan karena dia menginginkan anaknya menjadi insinyur. Tapi atas 

desakan al-Maqdisi akhirnya ayahnya setuju. Al-Maqdisipun mendaftar dan 

mengambil jurusan Biologi. Dia belajar di Mosul hanya selama dua tahun dan 

ketika memasuki pada tahun ketiga dia terpengaruh dengan kelompok 

Juhaiman, para pengikut Juhaiman mengingkari perbuatan al-Maqdisi karena 

belajar di tempat yang ikhtilat ( berbaur laki-laki dan wanita), dan yang mengajar  

wanita, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Universitas Mosul 
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walaupun berseberangan dengan kelompok Sururi, karena pengikut kelompok 

sururi menyarankan agar al-Maqdisi tetap melanjutkan kuliah di Mosul, dan 

mereka tidak mengijinkan al-Maqdisi meninggalkan atau keluar dari kelompok 

sururi tanpa ijin dari para pembesar kelompok, kemudian al-Maqdisi mengirim 

surat kepada para Syekh sururi bahwa dia keluar dari Universitas karena 

memandang itu adalah haram disebabkan ikhtilat.8 

Prinsip-Prinsip Ketaatan Dalam Pemikiran al-Maqdisi 

Telah menjadi suatu kesepakatan di antara ulama  sunni bahwa menaati 

pemimpin yang muslim adalah wajib berdasarkan perintah Allah dan NabiNya, 

mereka tidak membedakan antara pemimpin yang bertaqwa ataupun tidak 

bertaqwa, yang penting dia muslim, ini berlandaskan hadis Nabi, 

لْ مِنْ وَراَءِ  حُنَ اْفَةُ عن  َْ َِييِ َاَ ٍُ َاَوَحْنُ  ََجَاءَ اللَّيُ بِوَيْ نَا بْنُ الْيَََّانِ قاُلْتُ  اَ رَسُولَ اللَّيِ ذِهَّا ُ وَّا بِةٍَُّ  ًَ
ٌُ قَالَ  ُِّ خَياْ لْ وَراَءَ اَلِكَ الةَّ ًَ ُِ مٌَُّ قاَلَ هاَعَمْ. قاُلْتُ  لْ وَراَءَ اَلِكَ الْوَ «. هاَعَمْ » الْوَيْ َْ ُِ مٌَُّ قاُلْتُ َاَ يْ

مْ » قاُلْتُ َ يْقَ قاَلَ «. هاَعَمْ » قاَلَ  ِْ َِي ُِوَّكِى وَسَياَُ ومُ  كاَوُّونَ بِ ِْ َُْ ااَ وَلَا َ  كَُ ونَ بِ ْْ ةٌ لاَ  اَ َ مُونُ باَعِْ ا ََََِِّّ
َِى ُ ثََّْانِ ذِهْسٍ  ُْمْ قاُلُوبُ الةَّيَاطِينِ  ولَ اللَّيِ ذِنْ ََدْرَْ تُ قاَلَ قاُلْتُ َ يْقَ ََصْوَعُ  اَ رَسُ «. رَِ الٌ قاُلُوباُ

ُُكَ وََُخِنَ مَالُكَ َاَسََّْعْ وَََطِعْ » اَلِكَ قاَلَ  ْْ ُِبَ ظَ ُِ وَذِنْ ضُ ََّعُ وَتُطِيعُ لِلَأمِي ِْ  9. تَ
Artinya : Dari Hudzaifah radiyallaahu „anhu Rasulullah shallallaahu „alaihi 
wasallam bersabda : “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak 
mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan 
sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan 
namun berbadan manusia”. Hudzaifah radhiyallahu „anhu bertanya, “Apa yang 
harus saya lakukan, wahai Rasulullah, jika saya menjumpai hal itu?” Rasulullah 
Shallallahu „alaihi wasallam menjawab, “Engkau tetap mendengar dan taat kepada 
pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah 
mendengar dan taat.” 
 
 Demikian juga dengan al-Maqdisi dia menyakini apa yang diyakini oleh 

ulama sunni yang lain, hal ini bisa di lihat melalui pernyataannya pada bukunya 

yaitu; 

 [ Dan kita berpendapat tidak boleh khuruj kepada Imam-Imam kaum muslimin, 
gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun mereka berlaku kejam atau 
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berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas ketaatan dari mereka selagi 
mereka menyuruh yang ma‟ruf, dan menaati mereka wajib selagi tidak menyuruh 

berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan petunjuk bagi mereka.]
 10
 

 

Dari pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bagaimana prinsip 

al-Maqdisi di dalam menaati pemimpin yaitu hukumnya wajib dan tidak boleh 

keluar dari ketaatan kepadanya baik dengan memberontak atau hanya sekedar 

membangkang walaupun mereka ja‟ir ( berlaku zalim kepada rakyat), artinya 

semua perintah pemimpin itu wajib dilakukan selagi hal yang diperintahkan itu 

tidak menyelisihi syari‟at Islam, dan adapun kalau perintah itu dalam bentuk 

maksiat atau sesuatu yang menyelisihi syari‟at maka tidak boleh di laksanakan, 

dan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin tidak boleh dijadikan sebagai alasan 

akan sudah bolehnya melepas ketaatan sebagaimana yang dipahami Khawarij. 

Dan ketika pemimpin itu melakukan maksiat rakyat tetap mendoakan kebaikan 

bagi mereka supaya mendapat hidayah sebagai bentuk loyalitas. Prinsip al-

Maqdisi ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad shallallaahu „alaihi wasallam 

yaitu; 

Artinya : Sesungguhnya akan ada sepeninggalku atsarah (para pemimpin 
mementingkan diri mereka sendiri dan mengambil hak rakyat ) dan perkara-
perkara yang kalian ingkari.‟ Para shahabat bertanya: „Wahai Rasulullah, apa 
yang engkau perintahkan kepada orang dari kalangan kami yang 
menjumpainya?‟ Beliau menjawab: “Kalian tunaikan kewajiban kalian dan 

kalian minta kepada Allah akan hak kalian. 11 

Di dalam bukunya yang lain al-Maqdisi membedakan antara pemimpin 

yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu dan 

yang karena mensekutukan Allah, beda antara kedua masalah ini adalah bahwa 

kalau yang pertama dia tetap menjadikan syari‟at Islam sebagai undang-undang 

resminya, hanya saja ketika sedang mengadili antara orang yang berselisih dia 

melanggar atau tidak menjalankan syari‟at Islam itu, jenis pemimpin seperti ini 

disebut dengan ja‟ir ( zalim), menurut al-Maqdisi pemimpin seperti ini harus di 

taati dan tidak boleh memberontak, adapun jenis yang kedua yaitu pemimpin 
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yang tidak menjadikan syari‟at Islam sebagai undang-undang bahkan mereka 

secara terang-terangan mengatakan bahwa hak membuat peraturan ada di 

tangan mereka, maka jenis pemimpin seperti inilah yang kafir dan wajib melepas 

ketaatan darinya, bahkan memusuhi, membenci, dan berlepas diri darinya, ini 

berdasarkan pernyataannya yaitu; 
 [ …tinggal kami jelaskan kepada saudara muwahhid tentang makna dari 
berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dimana 
pelakunya dihukumi melakukan kesyirikan dan kekufuran yang 
mengeluarkannya dari agama tanpa meninjau ulang lagi apakah dia 
menghalalkannya atau menyakini undang-undang buatan dia itu lebih 
baik sebagai syarat mengkafirkannya, dan bahwasanya kekufuran itu 
adalah at-tasyri‟ al-„am yang dijadikan thagut-thagut zaman ini sebagai 
hak mereka dan para pengikut dari kalangan rakyat melalui perwakilan di 
parlemen yang kafir, dan itu merupakan suatu kekufuran yang nyata dan 
pelakunya dikafirkan tanpa meninjau ulang apakah dia menghalalkannya 
atau menyakini hukum buatannya lebih baik dari hukum Allah, beda 
halnya dengan pemimpin yang tidak adil dalam kekuasaan dan 
keputusan tetapi tetap terikat dengan ajaran-ajaran Islam dan tidak 
menggantinya dengan sesuatu, maka yang seperti ini harus dibedakan 
antara yang menyakini kehalalan berhukum dengan selain apa yang 

diturunkan Allah dengan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja…] ".12  
Di buku yang sama pada halaman yang lain dia berkata; 

[ Saya tegaskan : dan demikianlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang 
kami kafirkan mereka karena berhukum kepada selain apa yang diturunkan 
Allah, kami tidak mengkafirkan mereka pada masalah furu‟ selagi tidak 
menghalalkannya, seperti karena menghakimi orang yang berperkara dengan 
cara tidak adil dan zalim  sebagaimana pemahaman Khawarij, dan kami 
mengkafirkan mereka karena bentuk berhukum mereka kepada selain apa 
yang diturunkan Allah adalah bentuk al-Tasyri‟ al-Syirkiy yang 
membatalkan pokok tauhid, dan juga disebabkan karena mereka mengikuti 
hukum dan pen-tasyri‟  selain Allah, dan karena mereka mencari agama dan 

syari‟at selain milik Allah…]
13

 

Di dalam buku yang lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia al-Maqdisi memiliki pernyataan yang sangat jelas tentang bolehnya 

menaati dan berperang bersama pemimpin yang fajir, tetapi dia 

membedakannya kepada tiga bagian, sebagaimana pernyataannya; 
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[Dari pembahasan panjang tentang berperang dengan amir fajir 
kamipun menyimpulkan dalam butir-butir berikut: pertama, wajib 
atas mujahidin membedakan saat amir pasukan atau Negara yang 
fajir sebagai realitas yang tidak bisa dihindari dengan keadaan bila 
pilihan itu ada di tangan mujahidin. Berperang bersama amir fajir 
hanya diperbolehkan jika tidak ada pilihan lain karena tidak ada amir 
yang shalih dan kuat, kedua, wajib bagi mereka membedakan antara 
amir fajir yang keburukannya terbatas pada dirinya sendiri dengan 
amir yang keburukan dan bahayanya merembet kepada Islam dan 
kaum Muslimin, bahkan lebih besar dari pada mafsadat orang-orang 
kafir. Untuk amir golongan pertama, ahlus sunnah memperbolehkan 
untuk berperang dibawah panjinya untuk mencegah mafsadat orang-
orang kafir yang lebih besar. Sedangkan untuk amir golongan kedua 
maka ahlus sunnah tidak memperbolehkan perang bersamanya, 
karena kaidah dasar menghindari mafsadat terbesar dengan 
mengambil yang lebih ringan tidak cocok untuk kasus ini, ketiga,  
wajib diingat dan disadari oleh para mujahidin bahwa dalam kasus 
amir yang kefajirannya tidak sampai membuat ia kafir, tetapi 
mafsadatnya melebihi mafsadat orang-orang kafir atau 
menyamainya, maka sesungguhnya kaidah tersebut  tidak berlaku 
baginya dan tidak halal berperang bersamanya. Apalagi amir yang 
terang-terangan melakukan bid‟ah yang membuat kafir pelakunya 
atau secara tegas memilih sistem kafir atau hukum jahiliyah, jelas 
terlarang bersamanya].14 

Dalam pandangan al-Maqdisi kalau seorang pemimpin telah jatuh pada 

kekufuran yang nyata maka wajib atas setiap individu yang mampu untuk 

berjuang sesuai kemampuannya dalam rangka memerangi pemimpin itu, tidak 

sanggup dengan mengangkat senjata minimal dengan do‟a karena semua pasti 

bisa berdo‟a, bahkan dia menegaskan lagi bahwa orang yang tidak punya 

kemampuan memerangi pemimpin itu bukan berarti tidak boleh baginya untuk 

berperang walaupun dia hanya sendiri dan yakin tidak menang serta akan 

terbunuh , sebagaimana pernyataannya. 

[dan jika memerangi dan berusaha menumbangkan mereka tidak 
wajib kecuali bagi yang mampu, maka syarat wajib itu bukan berarti 
syarat akan bolehnya memerangi, sehingga boleh bagi seseorang 
untuk berperang walaupun hanya sendirian, dan kalaupun dia yakin 
akan syahid dan tidak menang, karena jihad itu suatu ibadah yang 
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wajib dan disyari‟atkan sampai hari qiamat tidak ada sesuatupun 
yang membatalkannya, boleh melakukannya disetiap waktu, seperti 

sedekah dinisbatkan kepada zakat]
 15
 

 

Respon al-Maqdisi Terhadap Kepemimpinan Di Dunia Islam 

Sudah diketahui dengan jelas bahwa semua kepemimpinan di dunia islam 

sekarang tidak jauh berbeda dari segi penerapannya terhadap hukum-hukum 

Islam, dan hampir seluruh dunia Islam bergabung dengan PBB, bergabungnya 

dunia Islam kedalam organisasi itu dalam pandangan al-Maqdisi merupakan 

suatu bentuk kekufuran dan loyalitas kepada orang-orang kafir , karena setiap 

Negara yang bergabung dengan organisasi ini harus terikat dengan peraturan-

peraturan yang dibuat oleh organisasi itu, dan  tentunya banyak peraturan-

peraturan itu yang dalam pandangan al-Maqdisi bertentangan dengan Islam, 

sebagaimana pernyataannya; 

 [ sudah sepantasnya untuk anda ketahui wahai saudara muwahhid  bahwasanya 
perjanjian PBB merupakan undang-undang yang dibuat oleh PBB untuk di 
pegang teguh dan berhukum kepadanya bagi setiap Negara yang menjadi anggota 
organiasi yang busuk itu…jumlah peraturan-peraturan itu terdiri dari 111 
pasal… dan di dalam perjanjian ini ada keterikatan dan perjanjian serta 

perundang-undangan yang bathil  bertentangan dengan syari‟at Islam…]
16 

 

Dengan alasan itu al-Maqdisi secara tegas menunjukkan sikapnya 

terhadap pemimpin setiap Negara di dunia Islam, yaitu bahwa mereka semua 

kafir dan tidak ada ketaatan kepada mereka, alasan dia mengatakan seperti itu 

adalah karena para pemimpin itu mensekutukan Allah di dalam membuat 

peraturan padahal Allahlah satu-satunya yang berhak membuatnya , banyak 

sekali pernyataan-pernyataan al-Maqdisi yang menjadi alasannya mengkafirkan 

para pemimpin-pemimpin tetapi intinya semua adalah kembali kepada satu 

permasalahan yaitu menyekutukan Allah dalam membuat undang-undang; 

diantara pernyataan-pernyataan itu adalah; 
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 [ ketahuilah bahwa thagut-thagut yang paling keji pada zaman ini 
khususnya di Negeri kita ini ( Kuwait), dan kebanyakan Negara 
kaum muslimin adalah peraturan-peraturan dan undang-undang 
buatan manusia, yang mana masyarakat tunduk kepadanya, 
termasuk menyembah undang-undang itu adalah dengan cara 
mengikutinya dan berhukum kepadanya serta pasrah dan ridha 

dengannya]
 17  

 

 Menurut pengakuannya bahwa kebanyakan peraturan-peraturan itu 

telah dibaca olehnya, sebagaimana perkataannya; 

[ Kalau kita mencoba untuk memaparkan peraturan-peraturan dan 
undang-undang yang menisbatkan diri kepada Islam semuanya serta 
menyebutkan contoh-contoh kekufurannya satu persatu niscaya akan 
memakan waktu yang panjang tanpa ada manfaat yang diambil, itu 
karena saya telah membaca kebanyakan dari undang-undang itu, 
tidak ada perbedaan kecuali hanya pada nomor, poin-poin serta 
urutannya dan sedikit sekali dari peraturan hukun Negara baik 
berbentuk kerajaan, republic atau yang lainnya, dan ada juga 
tambahan sedikit pada beberapa peraturan yang di atur oleh 
kelompok partai yang tidak memberikan perubahan bahkan 

menambah kekufuran]
 18
 

 
 [ oleh karena itu kita mencukupkan dengan mencontohkan undang-undang 
negeri ini ( Kuwait) yang merupakan buatan manusia, sebagai contoh 

undang-undang jahat di zaman ini]
 19
 

Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bagaimana sikap al-Maqdisi 

terhadap kepemimpinan di dunia Islam sekarang, dan lebih tegas lagi kalau kita 

membaca perkataannya yaitu;  

 [ dan setiap muslim di Negara mana saja, bisa menerapkan perkataan 
kami ini semuanya terhadap undang-undang Negara dia tinggal, 
dengan hanya mengganti nomor-nomor pasalnya yang kami 
isyaratkan kepadanya disini dengan nomor-nomor serta pasal-pasal 

undang-undang negerinya]
 20  
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Artinya kalau keadaan suatu Negara tidak menjalankan undang-

undangnya berdasarkan hukum Islam maka tidak ada ketaatan terhadap 

pemimpin Negara itu. 

Oposisi dalam pandangan al-Maqdisi 

Kalau kita mencari arti oposisi dalam kamus maka akan didapatkan 

artinya adalah  partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang 

menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang 

berkuasa. 

Sedangkan menurut pakar hukum dan politik oposisi diartikan sebagai 

kubu partai yang mempunyai pendirian bertentangan dengan garis kebijakan 

kelompok yang menjalankan pemerintahan. Oposisi bukan musuh, melainkan 

sparing patner dalam percaturan politik. Sistem demokrasi menganggap oposisi 

sebagai sesuatu yang sangat urgen dan diperlukan. Sebab oposisi menjalankan 

suatu fungsi yang sangat vital dan penting yaitu check and balances, mengontrol 

pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan 

menunjukkan titik-titik kelemahannya, mengajukan alternatif.21 

Dalam ungkapan yang lain oposisi yaitu “sekelompok orang yang berada 

di luar pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan 

pendapat dan melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan 

kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah 

berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan 

tertentu”.22 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari oposisi di atas maka dapat kita 

pahami bahwa oposisi itu adalah gerakan yang diakui dalam suatu Negara 

artinya mereka resmi dan bukan kelompok yang illegal. 

Dengan demikian oposisi dengan bentuk legal dalam pandangan al-

Maqdisi tidak boleh ada karena kalau suatu kelompok yang resmi diakui 
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pemerintah tentunya ada ikatan-ikatan perjanjian atau peraturan-peraturan yang 

harus mereka taati dan bahkan mereka harus tunduk kepada pemerintahan itu, 

dan ini sama saja mendukung kekufuran para pemerintah itu sendiri, karena 

orang yang telah menyakini kekufuran pemerintah itu dia harus berlepas diri 

dari segala hal-hal yang menunjukkan loyalitas, ini dapat kita ketahui dari 

pernyataannya ketika diwawancarai yang oleh majalah al-„Ashr elektronik pada 

tahun 1423 H sebelum dia dimasukkan kembali kepenjara tentang hukum 

mendirikan partai; 

 لماذا لم تفكروا بإنشاء حزب سياسي ؟ 

[ Mengapa kalian tidak berfikir untuk membentuk partai politik?]  

Kemudian al-Maqdisi menjawab dengan jawaban yang sangat 
panjang. 

[ Jika yang dimaksud dengan partai  disini adalah yang resmi dan diakui 
secara undang-undang maka ini tidak boleh bagi kami karena menyelisihi 
ajaran utama dakwah ini dari A sampai Z, dimana dakwah ini tidak 
mengambil syari‟atnya dari undang-undang buatan manusia akan tetapi 
syari‟at yang dari langit, lagi pula pembolehan membentuk partai politik yang 
resmi harus ada perjanjian terlebih dahulu untuk setia atau bersikap loyal 
kepada pemimpin dan kepada undang-undang Negara, dan ini tentunya 
sangat bertentangan dengan dakwah tauhid dan salah satu dari pembatal-
pembatal keislaman, karena diantara prinsip dakwah tauhid harus 
mengingkari undang-undang itu dan berlepas diri dari setiap orang yang 
menjadikannya sebagai hukum, karena itu kalaupun dihadiahkan dan 
diberikan kepada kami kebebasan untuk berpartai tanpa dituntut ada 
kesusahan dari kami niscaya akan kami tolak jadi bagaimana mungkin kami 
berusaha untuk membentuk partai itu? Dan kerena dakwah ini selalu 
menunjukkan permusuhan terhadap undang-undang itu dan ingkar 
kepadanya serta orang yang menjadikannya sebagai hukum, maka pemerintah 
memerangi kami dengan sangat sengit dan tidak akan suka dan mengakuinya, 
sebgaimana juga pengikut dakwah ini tidak suka kepada mereka para 
pemimpin itu karena mereka adalah para dictator, dan tidak suka dengan 
undang-undang mereka dan tidak akan mengakuinya, maka dengan itu 
bolehnya kami untuk membentuk partai politik yang resmi walaupun haram 
menurut kami; begitu juga itu tidak akan terjadi baik secara fakata ataupun 
secara akal. Adapun kalau maksud dari pertanyaan adalah bekerja melalui 
kelompok atau organisasi maka tidaklah kami ingkari, walaupun kami 
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mengingkari dari menjadikan dakwah ini sebagai organisasi yang dengannya 
dibangun sikap wala‟ dan bara‟ dan berlepas diri dari seluruh kaum muslimin; 
adapun bekerja sama melalui organisasi adalah boleh dan tidak ada yang 
mengingkarinya kecuali orang yang bodoh terhadap sejarah Rasul, tapi karena 
melihat keadaan sekarang maka menuntut dakwah ini bergerak hanya dalam 
pendidikan seperti di sekolahan yang akan mengeluarkan para da‟i-da‟i dan 
mujahidin sampai waktu tertentu, tanpa ada ikatan organisasi yang dapat 

memudahkn mereka jatuh dalam perangkap para thagut.]
 23
  

Dari perkataan al-Maqdisi di atas bisa kita ambil kesimpulah yaitu 

apabila yang dimaksud dengan oposisi adalah partai yang menentang 

pemerintah tapi resmi diakui Negara maka ini tidak boleh karena menyelisihi 

ajaran utama dakwah yang di embannya secara mutlak, tapi kalau kita 

maksudkan dari oposisi sebagai partai penentang baik diakui Negara atau tidak 

maka ini tergantung pemerintahannya dan kembali kepada prinsip al-Maqdisis 

tentang ketaatan terhadap pemimpin, dan sudah dipaparkan di atas bahwa boleh 

menentang bahkan wajib berlepas diri apabila pemerintahan jatuh didalam 

kekufuran, dan kalau pemimpin itu hanya melakukan kesalahan yang tidak 

sampai kepada kekufuran maka tidak boleh melakukan oposisi yang menentang 

dan tetap wajib taat pada hal-hal yang baik. 

ribu pasukan. Dan dia pulalah yang membujuk orang-orang Tatar agar 

membunuh sang Khalifah beserta keluarganya. Begitu juga dengan  runtuhnya 

dinasti Umawiyyah, terjadi akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Bani 

Abbasiyyah, Berapa banyak jumlah kaum muslimin yang tertumpah darahnya 

akibat pemberontakan tersebut?! Kalau kita juga melihat di negri Al Jazair berapa 

banyak kaum muslimin yang tak berdosa dibantai oleh kelompok bersenjata 

yang mengaku berjuang demi tegaknya negara islam.? bahkan bukti yang paling 

jelas adalah bangsa Indonesia, bangsa yang sangat lama dijajah oleh Belanda 

karena mereka berhasil diadu domba. 
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Terlalu Radikal Memahami Politik Secara Hitam/Putih 

Salah satu permasalahan yang dengannya ketaatan tidak ada lagi 

terhadap pemimpin pada zaman sekarang menurut al-maqdisi adalah 

bergabungnya mereka dengan organisasi PBB. Bergabungnya dunia Islam 

kedalam organisasi itu dalam pandangan al-Maqdisi merupakan suatu bentuk 

kekufuran dan loyalitas kepada orang-orang kafir , karena setiap Negara yang 

bergabung dengan organisasi ini harus terikat dengan peraturan-peraturan yang 

dibuat oleh organisasi itu, dan  tentunya banyak peraturan-peraturan itu yang 

dalam pandangan al-Maqdisi bertentangan dengan Islam, sebagaimana 

pernyataannya; 
[sudah sepantasnya untuk anda ketahui wahai saudara muwahhid  bahwasanya 
perjanjian PBB merupakan undang-undang yang dibuat oleh PBB untuk di 
pegang teguh dan berhukum kepadanya bagi setiap Negara yang menjadi 
anggota organiasi yang busuk itu…jumlah peraturan-peraturan itu terdiri dari 
111 pasal… dan di dalam perjanjian ini ada keterikatan dan perjanjian serta 

perundang-undangan yang bathil  bertentangan dengan syari‟at Islam]
24

 

Menyikapi hal seperti ini seharusnya al-Maqdisi harus berlapang dada 

dan berbaik sangka kepada para pemimpin itu, karena ini sebenarnya 

permasalahan politik. Pada zaman sekarang Negara-negara kafir sangat kuat dan 

Negara-negara Islam dalam keadaan lemah, maka tidak masalah bergabung dan 

berdamai dengan orang-orang kafir  untuk menjaga keamanan Negara-negara 

Islam walaupun disatu sisi kadang merugikan kaum muslimin dan 

menunjukkan kelemahan mereka.  

Kalau membaca sejarah perjalanan Nabi Muhammad ternyata dia juga 

pernah  berdamai dengan orang kafir Makkah yaitu perjanjian Hudaibiyyah 

perjanjian yang isinya seakan-akan merugikan dan menyebabkan kehinaan  

pihak Islam, sebagaimana isinya adalah ;25 

1) Rasulullah harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk 

ke Makkah. Lalu pada tahun yang akan datang, kaum Muslimin 
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diperbolehkan memasuki kota Makkah dan tinggal disana selama tiga hari 

dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang 

pengendara, yaitu pedang-pedang dalam sarungnya dan orang-orang Quraisy 

tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun. 

2) Gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, semua orang 

merasa aman, dan saling menahan diri. 

3) Barangsiapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh 

melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak 

Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu, kabilah yang bergabung 

dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggab menjadi bagian darinya 

sehingga bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah tersebut, 

maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak tersebut. 

4) Siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa seijin dari 

walinya, maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi, dan sebaliknya, 

jika yang datang kepada mereka berasal dari pihak Muhammad, maka dia 

tidak dikembalikan lagi kepada beliau.  

Dengan melihat perjanjian di atas khususnya pada poin yang ke 

empat jelas sekali sangat merugikan kaum muslimin namun hal itu tidak 

menghalangi Nabi untuk menyetujui  perjanjian itu. 

Tidak Konsisten Sebagai Penganut Ahlussunnah Waljama’ah 

Setelah mengetahui bagaimana respon al-Maqdisi terhadap 

kepemimpinan di dunia Islam zaman sekarang yaitu tidak adanya ketaatan 

terhadap mereka, bahkan wajib memerangi mereka dan lebih diutamakan 

daripada memerangi orang kafir asli. Kalau ditinjau dari perspektif fiqh siyasah 

maka pandangan-pandangan al-Maqdisi ini bertentangan dengan ulama-ulama 

Sunni. Seperti :  
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a. Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup antara tahun 164 H- 241H , Imam Ahlus 

Sunnah takala dia menjadi contoh dan teladan didalam mempraktekkan 

sunnah Nabi baik dalam keadaan senang dan susah, bagaimana seharusnya 

bermu‟amalah dengan penguasa, beliau dipukul dengan cambuk, diseret, dan 

dipenjarakan karena masalah tidak mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah 

makhluk, walaupun demikian kita tidak mendapati riwayat darinya untuk 

menyuruh memberontak kepada penguasa yang fasiq dan zalim, tapi 

sebaliknya yaitu anjuran untuk bersabar dan mempertahankan ketaatan dan 

jamaah, bahkan dia selalu memanggil penguasa zaman itu dengan perkataan : 

“ wahai pemimpin orang mu‟min. 

Dia menegaskan: 
 [Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin dari 
pemimpi-pemimpin kaum muslimin yang mana manusia bersatu di 
bawahnya dan mengakuinya sebagai penguasa dengan cara apapun dia 
mendapatkan kekuasaan itu baik dengan cara di sukai atau dengan 
kemenangan maka dia telah memecah persatuan kaum muslimin dan 
telah menyelisihi hadis-hadis dari Rasulullah shallallaau alaihi 
wasallam, apabila orang itu meninggal maka meninggalnya secara 

jahiliyah].
 26  

b. Al-Gazali. Al-Gazali salah satu ulama sunni yang sangat menekankan prinsip 

ketaatan terhadap penguasa, karena menurutnya kemaslahatan umat manusia 

di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan penguasa. Dia berkata: 

 [untuk itu, mesti untuk diketahui bahwa siapa yang diberi kedudukan oleh 
Allah SWT. sebagai penguasa dan dijadikan sbagai penganyom Allah di muka 
bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk, dan mematuhinya. 
Mereka tidak dibenarkan mendurhakai dan menentangnya. Sebagaimana 
firman Allah : Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul 

dan uli al-amri di antara kamu]
 27  

 

Al-Gazali sama sekali tidak membicarakan tentang pemakzulan kepala 

negara. Baginya, kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada rakyat tetapi 

kepada Tuhan.28    

c. Ibn Taimyah, dia berkata :  
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Ibn Taimiyah salah satu ulama sunni yang sangat menekankan 

kewajiban menaati penguasa walaupun dia jahat dan zalim, sebagaimana 

perkataannya: 

  29" ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان"
[ enam puluh tahun dibawah kepemimpinan penguasa yang jahat lebih baik dari 
satu malam tanpa penguasa] 
 

Kepatuhan terhadap kepala negara diperlihatkan sendiri olehnya, dia 

sering dipenjarakan karena tidak sependapat dengan penguasa, namu dia tidak 

pernah melakukan oposisi ataupun memberontak.   Lebih tegas lagi apa yang 

dicontohkan oleh ibnu Umar. 

Penutupan 

Bahwasanya al-Maqdisi berpendapat wajib menaati pemimpin walaupun 

dia zalim dan pelaku maksiat selagi undang-undang negaranya hukum-hukum 

Islam. Sedangkan pemimpin yang tidak menjadikan aturan negaranya hukum-

hukum Islam tidak ada ketaatan terhadapnya bahkan itu merupakan suatu 

kekufuran, Dia beralasan dengan hadist Ubadah Ibn al-Walid Ibn Ubadah dari 

ayahnya dari kakeknya dia berkata : kami telah membai‟at Rasulullah untuk 

mendengar dan menaati pemimpin baik dalam keadaan susah atau senang, dan 

dalam keadaan mereka tidak peduli dengan hak-hak kami, dan jangan 

merampas kekuasaan dari pemiliknya dan supaya kami selalu mengatakan 

kebenaran dimana saja danpa takut terhadap celaan ( HR. Muslim). Dan jika 

seorang pemimpin telah kafir maka wajib atas seluruh orang muslim untuk 

berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk menumbangkan kekuasaan 

pemimpin itu dan menggantinya dengan pemimpin yang menjalankan hukum-

hukum Islam. Adapun hadis-hadis yang menyuruh untuk tetap menaati 

pemimpin yang fasik atau zalim maksudnya adalah pemimpin  yang 

kefasikannya dan kezalimannya atau keburukannya kembali kepada dirinya 
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sendiri, sedangkan pemimpin yang menjalankan sistim demokrasi di dalam 

mengatur negaranya bukan lagi sebuah kezaliman atau kefasikan tetapi 

merupakan kekufuran yang nyata. 

Sebagian para ulama dan tokoh menganggap al-Maqdisi sebagai ulama 

yang sesungguhnya dan patut untuk diteladani, ulama yang berada di atas 

aqidah ahlussunnah wal jamaah, seperti Hani Al-Sibā‟i, Ahmad Ibn Umar al-

Hazimi, dan lain-lain. Sedangkan sebagian ulama dan tokoh yang lain 

menganggap al-Maqdisi sebagai pembaharu pemikiran Khawarij, seperti „Abdul 

„Aziz Al-Rais, Muhammad Sa‟id Ruslan dan lain-lain, itu terlihat dari sikapnya 

yang mendahulukan untuk memerangi pemimpin Negara muslim dan 

meninggalkan pemimpin Negara yang jelas-jelas kafir, dan ini sesuai dengan 

sifat Khawarij yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallaahu 

„alaihi wasallam yaitu Khawarij mereka memerangi orang Islam dan 

meninggalkan para penyembah patung. 

Ditinjau dari kajian fiqh siyasah maka pendapat-pendapat al-Maqdisi 

yang mengkafirkan para pemimpin tidaklah benar, dan anjurannya untuk 

berjihad memerangi mereka sangat berbahaya, karena dia tidak 

mempertimbangkan maslahat dan mafsadat di dalam melawan penguasa, dan 

juga seandainya pemikirannya diterima maka yang terjadi hanyalah peperangan 

antara rakyat dan pemimpin. Dan ini jelas menyelisihi prinsip ahlussunnah wal 

jamaah sebagaimana perkataan Ibn Taimiyah “ oleh karena itu diantara prinsip-

prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama‟ah adalah berpegang dengan Al-Jama‟ah, 

tidak memerangi para penguasa, dan tidak ikut dalam fitnah. Adapun Ahlul 

Ahwa‟ ( pengikut hawa nafsu) seperti aliran Mu‟tazilah berpendapat bolehnya 

memerangi para penguasa, bahkan merupakan dasar prinsip mereka” 
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